' BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 98_. TAHUN 2017

TENTANG .

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TUNJANGAN
» TRANSPORTASI BAGI AN GGOTA DEWAN PERWAKILAN

' RAKYAT DAERAH.

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KARANGANYAR,

Memmbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)

Mengingat :

 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8
- Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan - Bupati tentang Besaran

1

~ Tunjangan Perumahan bagi lepman dan Anggota Dewan
- Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi bagi
~ Anggota Dewan Penvakllan Rakyat Daerah; '

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

.Undahg—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang -

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 385 1);

. Undang—Undang Nomor 17 Tahun} 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4438);



5

Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
~ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran o

‘ Negara Repubhk Indcmema Tahun 2011 Nomor 82,

" . 10°.

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa

Nomor 5234), S

.Undang-Undang Nomor ,:_'2‘3 'I‘ahun 2014 . tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesmf S -
‘Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara =
'Republik Indonesxa Nomor 5587), sebagmmana telah diubah - . o
beberapa kali- terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 9, o '
Tahun 2015 tentang , Perubahan - Kedua . Atas:j o
,Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang R
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ‘Lembaran Negara R
'Repubhk Indonesm Nomor 5679), e

. Peraturan ‘Pemerintah. Nomor 58 Tahun 2005 tentang"»

' Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhkf‘ i
Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran_' B

‘ Negara Republlk Indonesm Nomor 4578); ' -

.Peraturan Pemenntah Nomor 16 ’i‘ahun 2010 tentang S
o 'Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakllan Rakyatf 'f}, .
Daerah tentang ’I‘ata Tertib Dewan Perwakﬂan Rakyat S
5 V,Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2010 .
- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a' SRR
»Nomor 5104); _ T _ _ _ |
. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Co
. .- Keuangan dan Admlnlstratjf lepman dan Anggota Dewan =~
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk R
~ Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran CLTe
o Negara Repubhk Indonesia Nomor 6057], ‘ o

Peraturan Menteri Dala.m Negen Nomor 13 Tahun 2006 ; , ) :

. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan - Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

| Peraturan Menten Dalam Negerl : Nomor 21 Tahun 2011

~ tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam o

 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan' o

Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8

vTahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adnnmstratlf

S Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakllan Rakyat Daerah . -

(Lembaran - Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
~ Nomor 8, . Tambahan Lembaran ‘Daerah Kabupaten

 KaranganyarNomor76); T



: Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN | B
 PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN = RAKYAT = DAERAH = DAN  TUNJANGAN =
TRANSPORTASI  BAGI ANGGOTA 'DEWAN. PERWAKILAN .

TRAKYATDAERAH S S

. BABI =
- KETENTUAN UMUM R

Pasal 1

" Dalam Peraturan Bupan 1m yang dunaksud dengan

SR “1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o e
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan_]utnya dlsebut o

. -3 leplnan DPRD adalah pejabat daerah yang'memegang"""
. jabatan ketua dan wakil ketua DPRD. - S
4. Anggota DPRD adalah peJabat daerah yang memegang o

S -5.,Tunjangan Perumahan adalah uang Yang dlbayarkan sehap = )

~ DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.

- jabatan Anggota DPRD.

~ bulan kepada lepman dan ‘Anggota  DPRD dalam hal

. Pemenntah Daerah belum dapat menyedlakan rumah

negara.

. 6. 'I‘unjangan Transportas1 adalah uang yang dlbayarkan setlap

- bulan sebagai tunjangan kese_lahteraan untuk penmgkatkan -
. kinerja kepada Anggota DPRD. B
7. Rumah Negara adalah bangunan yang d1m111k1 Pemermtah e
-Daerah dan berfung31 sebagai tempat tmggal atau hunian o

o - dan - sarana ~ pembinaan - keluarga serta menun_;ang

o pelaksanaan tugas Jabatan

, BAB n
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

‘(1)Bag1 Punpman DPRD dxsedlakan tunjangan kesejahteraan

“berupa: .

" a. rumah negara dan perlengkapannya, -
b kendaraan dinas jabatan;dan ’
‘c. belanja rumah tangga ' |

S {(2)Bagi Anggota DPRD dlsedlakan tunJangan kese_;ahteraan

berupa . -
a. rumah negara dan perlengkapannya, dan
b tunjangan transportasx o - :



1

Tunjangan Tran3porta31 v

e 3 _wewenang DPRD..

’ negara ST

R (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagmmana dlmaksud
- ayat (1) yang dlbayarkan harus sesuai dengan standar _, v
~satuan harga sewa rumah negara bag1 Anggota DPRD tid ak ) .

BAB III

MAKSUD DAN TUJ UAN |

Pasai 3

'I‘unjangan Perumahan bag1 P1mp1nan dan Anggota DPRD dan SR
bagl Anggota DPRD dlbenkanf‘; o
. bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsx dan'., o

BAB IV

o f TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

(1) Besaran 'I‘umangan Perumahan harus memperhatlkan asas _: ’}
kepatutan kewajaran, rasxonahtas, standar harga setempat g o }v
. yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah e

S termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon :

  (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaxmana dlma_ksud -
o ayat (1) tldak boleh meleb1h1 besaran 'I‘un_]angan Perumahanv

lepman dan Anggota DPRD Provmsu J awa Tengah L |

»’3(1) Bag1 Anggota DPRD yang suaml dan/atau 1str1 yang:j

Pasal 5

‘menduduki jabatan sebagai. Pimpinan dan/ atau Anggota
AR "DPRD hanya dlbenkan salah satu Tunjangan Perumahan
B (2) Bagi mepman dan 'Anggota DPRD yang suami atau 1str1nya

 menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang-_ S

IR sama tidak dlbenkan 'Funjangan Perumahan - Co
R i(3) Bagl leplnan dan/atau Anggota DPRD yang dlberhent_lkanb '
sernentara udak dlbenkan 'I‘unJangan Perumahan R

Pasal 6

(l)Besaran ’mnjangan Perumahan bagl P1rnpman dan Anggota v
DPRD sebagamlana dlmaksud Pasal 4 dltetapkan palmg __

- tinggi:

o "a. Ketua DPR-D» . ;_:
B .'belas_]uta ruplah per bulan),
b Wakil Ketua DPRD
IR - juta empat ratus nbu ruplah per

_'Rp 14' 000. ooo 00/bulan (empat" |

'Rp 11.400.000,00/bulan (sebelas

‘bula.n), S



e R

per bulan)

' o o (2) Pembenan tunjangan sebagaunana dlmaksud ayat (vl) »‘ S

dlbayarkan terhltung mula1 1 Agustus 2017

AR BABV L ’
‘ TUNJANGAN TRANSPORTASI

L Pasal 7

s k },:(1) 'I‘unjangan Transportas1 bagl Anggota DPRD sebagalmana
~ dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dlbenkan dalam e

bentuk uang dan d1bayarkan sehap bulan

R ’V(2) Bag1 Anggota DPRD yang d1berhent1kan sementara tlda.k s

’ dlbenkan 'I‘unjangan Transportas1

Pasal 8

kepatutan kewajaran raswnahtas, standar harga setempat

~untuk standar kendaraan dinas Jabatan bagi Anggota, DPRD

kendaraan dlnas _]abatan

R 1 Provms1 Jawa Tengah

Pasal 9

1 (1) Besaran "I‘un_]angan Transporta51 bag1 Anggota DPRD"‘

e Anggbta'pPRD Rp 7800 000 OO/bulan (tujuh'
Sl T Juta delapan ratus nbu ruplah o

E_,‘?(2) Besaran ’I‘unjangan Transportasx yang dxbayarkan harus"'-v; o
 sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku

: (1) Besaran Tunjangan Transportas1 harus memperhaukan asas o

“tidak termasuk blaya perawatan dan blaya operaswnalj o

g (3) Besaran 'I‘un_]angan Transporta51 Anggota DPRD tldak boleh -
" melebihi besaran ’Ihnjangan Tansporta81 Anggota DPRD’ " X '

sebagaxmana dunaksud Pasal 8 sebesar Rp 8.500.000 00/_}:

bulan (delapan _]uta hma ratus nbu ruplah per bulan)

d1bayarkan terhltung mulm 1 Agustus 20 17

’ TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

T L ) Pasal 10 o
o Tunjangan Perumahan bagl Pnnpman dan Anggota DPRD dan

:Tunjangan Transporta31 bag1 Anggota DPRD diberikan dalam-
- bentuk uang dan dlbayarkan setlap bulan melalul Sekretanat_

- DPRD.

(2) Pembenan tunjangan sebagaumana dlmaksud ayat (1) .



| ~ Pasal 11
- Apabila Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Negara
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan
Perumahan ini dihentikan sejak lepman dan/atau Anggota

- DPRD menempau rumah negara tersebut. '

e a

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 12 |
. Pada saat Peraturan Bupati ini mulaJ berlaku Peraturan Bupat1
’Karanganyar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan |
Perumahan . bagi lepman dan Anggota Dewan Perwakilan |
Rakyat Daerah Kabupaten' Karanganyar - (Berita Daerah
~Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 34), dicabut dan
‘jdmyatakan tidak berlaku ' = :

| | - Pasal 13 | )
C Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, - memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan di Karanganyar N
pada tanggal 3 Wevemter 0%

BUPATI K/ NGANYAR

T | ' JULIYATMONO
Diundangikan di Karanganyar |
~ pada tanggal 3 Wovember 20(%
SEKRETAR 3 D ERAH KABUPATEN KARANGANY AR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANY ARHTAHUN 2017 NOMOR 98



(s

ot

> BI RITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 98

T Pasalll v : . .
- Apab1la Pemermtah Daerah dapat menyedlakan Rumah Negara' |
. bagi P1mp1nan dan Anggota DPRD, maka pembenan Tunjangan. o
- Perumahan ini dihentikan sejak lepman dan/ atau Anggota*] o
n DPRD menempa’a rumah negara tersebut o

v BAB VII _
v KETENTUAN PENUTUP
= : ,. Pasal 12 o o
o Pada saat Peraturan Bupatl ini mula: berlaku Peraturan Bllpan
3 Karanganyar Nomor 34 ’I‘ahun 2016 tentang Tunjan gan o =
,, . Perumahan bag1 P1mp1nan dan Anggota Dewan Perwakzlan: S
A,,Rakyat Daerah - Kabupaten Kal‘anganyar (B erita Daerah

| “ Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 34], dlcabut dan :

v,"dmyatakan tldak berlaku
B Pasal 13

o o Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

o vAg'ar setlap | orang ' mengetahumya, 5 memerintahkan
. pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
) dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar ’ : '

! ; - 'Dltetapkan d1 Karanganyar
- pada tanggal 2 Woubrker aet"r
o ’:"BUPA’I‘I KARANGANYAR

 JULIYATMONO
Dtundangkan dx Karanganyar R ’

pada tanggal 3 \Nb%ﬂ\bet‘ 39\'%‘ , . B
DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR

SEKRET




